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BABI

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan salah satu peran aparat 

penegak hukum. Terdapat dua aspek hukum yang harus ada dalam upaya 

pemberantasan korupsi yaitu aturan hukum dan penegakan hukum. Kedua aspek ini 

haruslah selalu beijalan seiring karena bila adanya aturan hukum yang baik tetapi 

tanpa penegak hukum yang baik, maka upaya pemberantasan tindak pidana termasuk 

korupsi tidak akan berhasil secara maksimal. Tetapi bila penegak hukum dapat 

melakukan penegakan hukum dengan baik dapat berjalan lancar tapi akan 

menimbulkan celah-celah bagi pelaku tindak pidana untuk meloloskan diri dari jerat 

hukum. Oleh karena itu akan lebih baik lagi bila disertai dengan landasan dan

mekanisme aturan hukum yang baik juga. Agar tercipta hal yang demikian diperlukan

adanya pembinaan dengan tujuan peningkatan sikap mental para aparat penegak

hukum sebagai langkah awal yang harus dilaksanakan. Dengan mental yang tidak 

bobrok aparat penegak hukum dapat menjalankan aturan hukum yang telah ada secara

optimal.

Dalam melakukan tugas dan wewenangnya, hendaknya para penegak hukum 

memiliki kecerdasan dan keterampilan yang memadai. Misalnya saja penyelidik, 

dalam melakukan penyelidikan agar dapat bersikap profesional, penyidik agar jangan 

melakukan pemeriksaan secara emosional dan obyektif. Demikian pula halnya

1
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dengan hakim, hendaknya hakim harus bisa menguasai teknik peradilan sehingga 

dapat memberikan suatu putusan yang bertitik tolak dari pemeriksaan terhadap 

perkara yang ditanganinya, bukan berdasarkan kepentingan atau kehendak pribadi 

yang bertolak belakang dengan apa yang seharusnya diputus.

Sikap mental yang baik diharapkan dapat menjadikan pejabat penegak hukum 

memiliki moral yang tinggi seperti yang dituntut dalam landasan falsafah KUHAP. 

Motivasi pendorong peningkatan moralitas aparat penegak hukum harus “dikaitkan” 

dengan pemenuhan r1

a. kebutuhan pokok (primary need); yaitu memenuhi kebutuhan pokok utama 
mereka menurut yang sewajarnya, sehingga tidak mudah tergoda oleh hasutan 
penyelewengan dan kesewenangan karena kebutuhan utma mereka telah 
terpenuhi.

b. Kebutuhan rasa ketentraman (security need); semua manusia, apapun tugas 
yang dikeijakannnya, ketentraman jiwa merupakan persyaratan untuk 
berprestasi, jujur, dan bertanggung jawab.

Apabila pemenuhan tersebut diatas dapat dipenuhi maka dapat meminimalisir 

penyelewengan atau kecurangan yang akan dilakukan aparat penegak hukum. Dan 

para aparat penegak hukum dapat menjalankan tugasnya dengan tanpa keragu-raguan 

sesuai aturan perundangan-undangan yang berlaku.

Dalam rangka penegakan hukum pidana di Indonesia, ada empat tahapan atau 

proses secara garis besar yang dapat ditempuh yaitu: 2

a. tahap penyidikan,
b. tahap penuntutan,

M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan PenerapanKUHAP, Sinar Grafika Jakarta. 
2000, hlm. 63-64

2 Agus Hariadi, Beberapa Permasalahan Bidang Hukum, Badan Pembinaan Hukum Nasional 
Departemen Kehakiman, 1998, hlm.55

!
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c. tahap pemidanaan, dan
d. tahap pelaksanaan atau eksekusi.

Keempat tahap atau proses tersebut diatas merupakan satu kesatuan yang

sistematis dalam sistem peradilan pidana.

Masalah-masalah keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh faktor-

faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang 

netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor 

tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhinya antara lain; 3

1. Faktor hukumnya sendiri, yaitu aturan atau perundang-undangan yang 
lengkap,

2. Faktor aparat penegak hukum, yakni pihak-pihakyang membentuk 
maupun menerapkan hukum,

3. Faktor fasilitas atau sarana dan prasarana yang mendukung penegakan 
hukum,

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau 
diterapkan,

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang 
didasarkan pada karsa manusi di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena 

merupakan esensi dari penegakan hukum, serta juga merupakan tolok ukur daripada 

efektifitas penegakan hukum.4 Apabila faktor-faktor tersebut dapat terpenuhi maka 

akan terwujud keberhasilan penegakan hukum yang menuju kepada Rule ofThe Law 

yang sebenarnya.

Dalam perkara pidana sebenarnya terlibat beberapa pihak., di antara pihak- 

pihak yang saling berhadapan itu terdapat hakim yang tidak memihak kedua pihak.

3 Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum, Raja Grafindo Persada 
Jakarta, 2002, hlm. 5

4 Ibid, hlm. 6



4

Sistem saling berhadapan ini disebut sistem akusator5. Pihak-pihak yang terlibat 

dalam hukum acara pidana tersebut antara lain yaitu :6 tersangka/terdakwa, penyidik 

dan penyelidik, jaksa/penuntut umum, penasehat hukum, hakim (baik majelis ataupun 

tunggal). Dari uraian para pihak yang terdapat dalam hukum acara pidana tesebut, 

penulis akan menitikberatkan pada penyidik khususnya jaksa sebagai penyidik dalam 

tindak pidana korupsi.

Dalam Pasal 6 KUHAP disebutkan bahwa penyidik adalah;

a. pejabat polisi negara Republik Indonesia
b. pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh 

undang-undang.

Maksud dari penyidik pegawai negeri sipil ini antara lain adalah pejabat bea dan

cukai, pejabat imigrasik, dan pejabat kehutanan, dan pejabat di instansi lainnya, yang

melakukan tugas sebagai penyidik sesuai dengan wewenang khusus yang diberikan 

oleh undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

Dalam Pasal 284 KUHAP dimana disebut juga sebagai pasal aturan peralihan, 

dijelaskan bahwa untuk perkara tindak pidana khusus (termasuk didalamnya tindak 

pidana korupsi), Kejaksaan dalam waktu dua tahun setelah berlakunya KUHAP 

masih diberi wewenang untuk melakukan penyidikan. Hal inilah yang ingin diangkat 

penulis untuk diuraikan agar dapat lebih jelas mengetahui peran jaksa sebagai 

penyidik tindak pidana korupsi. Karena dalam kenyataan dengan telah 

dikeluarkannya Undang-undang No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik

5 Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta. 2002 hlm61
6 Ibid, hlm 63
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Indonesia, kejaksaan diberi wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak 

pidana tertentu berdasarkan undang-undang ini. Dengan demikian maka kejaksaan 

masih mempunyai wewenang dalam melakukan penyidikan disamping Kepolisian.

Mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, khusus dibuat 

peraturan perundangan-undangan yang mengatur tentang penyidik dalam tindak 

pidana korupsi. Perundangan-undangan tersebut diantaranya; Undang-undang No.2 

tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-undang No.16 

thun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dan Undang-undang No.30 tahun 

2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam ketiga peraturan 

perundang-undangan tersebut memberi peluang kepada masing-masing aparat 

lembaga tersebut untuk manjadi penyidik tindak pidana korupsi.

Dalam realita penanganan kasus tindak pidana korupsi menjadi suatu polemik 

yang sangat rumit karena hal ini menjadi semacam “lahan” yang sangat basah untuk 

mencari uang oleh oknum-oknum jaksa dan aparat lainnya yang tersebut dalam 

peraturan perundang-undangan di atas karena mereka diberi kewenangan untuk 

melakukan penyidikan. Oleh karena itu diperlukan penjelasan tentang peranan 

masing-masing aparat dari lembaga tersebut agar tidak terjadi perebutan kewenangan 

dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi.

Karena kasus tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang tergolong 

“white collar crime” yang mana dalam penanganannya memerlukan intelejensia yang 

tinggi atau adu kepintaran antara pelaku dan aparat penyidik, maka penulis akan 

mengangkat dan menguraikan salah satu lembaga saja yang penulis anggap memiliki
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integritas dalam kasus korupsi walau tanpa mengesampingkan atau merendahkan 

lembaga lainnya. Lembaga tersebut adalah Kejaksaan Republik Indonesia, dalam 

pemilihan ini penulis mempunyai alasan tertentu yaitu karena hanya jaksa yang 

memiliki kemampuan saja yang diteijunkan dalam penanganan tindak pidana korupsi.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis menulis skripsi ini dengan

judul “PERANAN JAKSA DALAM PROSES PENYIDIKAN KORUPSI PADA

SISTEM PERADILAN PIDANA”

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka dapat ditarik pokok

permasalahan yang akan menjadi pembahasan dalam penulisan skripsi ini antara lain

adalah:

L Bagaimanakah peranan jaksa dalam menyidik kasus tindak pidana korupsi?

2. Faktor-faktor apa saja yang berpengaruh dalam penyelesaian kasus tindak

pidana korupsi?

C. Ruang Lingkup

Berdasarkan permasalahan jaksa sebagai penegak hukum yang dapat 

melakukan penyidikan dalam kasus tindak pidana korupsi, maka ruang lingkup yang 

akan dibahas oleh penulis hanya terbatas pada jaksa penyidik dari lembaga Kejak:

■\ ?

saan

Republik Indonesia.
& .

A ? 1'
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D. Tujuan dan Manfaat Penulisan 

a. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dari penulisan skripsi ini adalah.

1. Untuk mengetahui peranan jaksa yang berkompetensi sebagai penyidik dalam 

tindak pidana korupsi.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang berpengaruh dalam 

pemberantasan tindak pidana korupsi

b. Manfaat Penulisan

1. Manfaat teoritis dari penulisan ini diharapkan dapat menjadi wawasan yang 

berguna bagi masyarakat dan ilmu pengetahuan sebagai bahan hukum 

terutama ilmu hukum pidana, khususnya mengenai masalah atau faktor yang 

menjadi penghambat dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi.

2. Manfaat praktis dari penulisan ini diharapkan dapat memberikan suatu

masukan kepada jaksa dalam mengatasi masalah tindak pidana korupsi bagi

penegak hukum khususnya jaksa sebagai penyidik dalam tindak pidana

korupsi.

E. Metode Penulisan

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, maksudnya bahwa 

penelitian ini mengenai peranan jaksa sebagai penyidik tindak pidana korupsi
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yang didasarkan pada Pasal 284 KUHAP dan Undang-Undang No.16 Tahun 

2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Undang-undang No.31 

Tahun 1999 jo. Undang-undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi. Berangkat dari pokok permasalahan penulisan yaitu 

peranan jaksa sebagai penyidik dalam tindak pidana korupsi pada sistem 

peradilan pidana.

2. Bahan Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan

tersier

a. Bahan hukum primer,

Adalah bahan hukum yang mengikat, meliputi:

1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

2) Undang-undang No.31 Tahun 1999 jo. Undang-undang No. 20 Tahun

2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

3) Undang-undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi.

4) Undang-undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik

Indonesia.
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b. Bahan hukum sekunder,

Adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai kedudukan 

dari bahan hukum primer, meliputi :

1) Buku-buku literatur;

2) Hasil-hasil penelitian, seminar, sosialisasi atau penemuan ilmiah 

lainnya;

3) Ketentuan-ketentuan lain yang mempunyai keterkaitan langsung dan 

relevan dengan objek kajian penelitian.

c. Bahan hukum tersier,

Adalah bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,

meliputi :

1) Koran atau harian, majalah, jurnal ilmiah;

2) Internet;

3) Kamus-kamus hukum dan referensi-referensi lainnya yang relevan.

3. Lokasi Penelitian

Karena penulisan skripsi ini lebih mengutamakan studi kepustakaan 

maka lokasi penelitian dilakukan di perpustakaan, baik perpustakaan fakultas 

maupun unversitas. Penelitian juga dilakukan pada kantor Kejaksaan Negeri 

Palembang.
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4. Teknik Mengumpulkan Data

Penilitian Kepustakaan (Library Research)

Yaitu dengan mempelajari dan mencatat informasi-informasi dari literatur-

literatur, peraturan-peraturan, karya-karya ilmiah dan dokumen-dokumen

yang berhubungan dengan Kejaksaan dan Tindak Pidana Korupsi. Serta di

dukung dengan hasil wawancara dengan jaksa yang berpengalaman dalam

bidang penyidikan korupsi sebagai salah satu sumber yang penting untuk

mempertegas dan memperkuat penulisan skripsi.

5. Analisis Data

Semua data yang telah diperoleh baik melalui studi kepustakaan 

maupun hasil wawancara untuk menunjang penelitian yang telah dilakukan, 

dianalisa secara kualitatif dengan metode deduktif. Untuk kemudian hasil 

yang diperoleh tersebut disusun secara sistematis dalam bentuk skripsi.
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